WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR © TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah yang berpedoman pada Pasal 68 dan Pasal 69
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Belanja Tidak Terduga dapat digunakan untuk
keperluan mendesak yang bersifat wajib yaitu belanja untuk
terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan
dasar masyarakat yang diantaranya yaitu melaksanakan kewajiban
kepada pihak ketiga;

b. bahwa sehubungan dengan adanya keperluan mendesak yang
bersifat wajib, maka perlu dilakukan penyesuaian dan pergeseran
terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
Tahun Anggaran 2022;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 78
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang | Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa
Jogjakarta;
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47595);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 199 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II
Pubalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Semarang
dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
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12.

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerinatah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 515);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah |dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

3 v



20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);

26. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 83);

27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 49);
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28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor
3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 49)
sebagaimaana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 126);

29. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 127);

30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 52)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 128);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53);

32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 89);

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota

Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 56);

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor

10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
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36.

37.

38.

39

40.

41.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 58);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 60);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 69) sebagaimana telah diubah  beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);

. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang

Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Semarang Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 129);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014  Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 90);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);



42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021
Nomor 6);

43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 7);

44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021
Nomor 13);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
926);

47. Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Yang
Melampaui Tahun Anggaran (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2021 Nomor 72);

48. Peraturan Walikota Semarang Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2021 Nomor 78);

49. Peraturan Walikota Semarang Nomor 87 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 87).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA SEMARANG NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 78
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2021 Nomor 78) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I diubah, dengan Rekapitulasi Perubahan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
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2. Lampiran II pada kode rekening program, kegiatan dan sub kegiatan
pada:

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Penataan Ruang;

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Dinas Perindustrian;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Sekretariat DPRD;

diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II Peraturan Walikota ini;

MR S0 A0 ot
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3. Pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan
angka 2 diformulasikan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal ~' Januari 2022

71 WALIKOTA SEMARANG Y ch

\(HENDRAR PRIHADI

Di undangkan di Semarang
pada tanggal ~' Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

9. A

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2022 NOMOR ¢




% 0 0 000'066'€22 761 000'066'€22 V61 eAusiuafas uep ueioysay yefed L000'LOLOLO LY
% 0 0 000066 €22 761 000'066'€22'761 eAusiuafas uep ueioysay yeleq LOLO'LO' LY
% 0 0 00928L'LL6°08C 009'281°LL6'082 ueio}say yeled LOLOLY
% 0 0 00L950°L8L°E 00L'9S0°L8L'E (4nindas) 1000'80°90°L0° LY
0l Mep yiga Jewey yejwny uebuap soy yewny yeleq
%0—10 00£'950°282°€ 00£'950°'281°€ tunindss) 809040t
01 Mep yiga7 Jewey yejwny uebusp soy yewny yefled

% 0 0 0000S0°28L°€ 000°0S0°'28L°€ efusiuafes uep uedeuibuag yewny yefeq L000'2090°LO'L Y
% 0 0 000°050'28L°€ 000°0S0°'28L°€ efusiuafes uep uedeuibusd yewny eleq L090'LO' LY
% 0 0 000'52S°€68°L 000'S25°€68'L ejesimiied ewsim yeled L000'S0'90'LO" LY
% 0 0 000'525°€68°L 000'525°€68'L ejesimiieq euwsip yefed S090'L0LY
% 0 0 000'050'28.°€ 000'0S0°L8L'E uswso yeleq LO00'€090°LO LY
% 0 0 000'0S0°'28L°€ 000'0S0°Z8L'€ uswiso yeled €090'L0'LY
% 0 0 000'009'662'8/L 000'009'662'8/L [910H Yeled L000'L090'LO LY
% 0 0 000'009'662'8.L 000'009'662'8LL [230H efed L090'LO'LY
% 0 0 00L'L8Z¥SSL6L 00£'L8T'¥SS'L6L [210H Yeleq 90'L0LY
% 0 0 000'000°6¥1°222°2 000000°6%L°L22C yesaeq yeled LO'LY
% 0 0 000'000°80%°'£58'2 000°000°80%'€58'2 (avd) HY¥3va I1SY NV.IVdVYaN3d L'y

HY¥3VA NV.LVdVAN3d 4

% (dy) ueyeqniad yejeias ueyeqniad wnjagas
ueleln apo)

(Buesmjpiag) /yequieriag

(dy) yejunr

2202 NYYVOONY NNHVL
NVYVAYISINId NVQ 'VINVYT38 ‘NVLYdYANId ¥3rd0 NVIONR NS HIrd0 NVIONIY "NIrdo ‘SINar
NOdINOTIN LMINNIIN ISYIIFISYTIIA ONVA A9dV NYHYENYId NVEYEYINId NYSYIONIY

ONVIVINIS VL0

|ebbue|
Jowop

Bue.ewas ejoyijep ueinjessq :

| uelidwe




N
IQVHIYd YVYANIH

R ONVIVINIS VLONITYM ﬁ
\‘

% 0 0 000'609'662°902 000°609°662'902 onaN ueeleiquiag

% 0 0 000°000°SLL°S8 000°000°SL1'S8 ueeleiquiad uesenjabuad yepuns

%0 0 0000000007 0000000007 Jexesedsel\ epeday Jiinbiag eueq-uewefuld uetaquiag 100020901029
% 0 0 000°000°000% 000°000°000'% 1exesefsey epeday 41 nbisg eueg-uewelulq uelaquad 209070729
% 0 0 000000000t 000°000°000% 1exelefsey epeday yeiseq ueweluld uelaquiag 9070729
% 0 0 0000000001 000°000°000% Yesaeq ueweluld uepaqudg 7029
% 0 0 000000°S21°L8 000°000°S2L°L8 QNG eped yeiseq [epojA ueelaAusg 1000102020729




0 0000007009 000°000°009 yeqiH efuejag SO|L|S|<0|L0Z|20| 0000°LOOOQ000LOL|LOJL
0 000°000°009 000°000009 ISYd3d0 YINV138 L|5]20(L0Z|20| 0000°LO0C0'0000LOLY|LO|L
0 009'LLE'S52°S 009°LLESST'S nieg seja) bueny ueyequieuad ¢0| L0Z{¢0| 0000°LO'OOQ000'LOL|LOJL
el1ay 1edwa) bunpag
10 1000°000°000'9 1000°000°000°9 ueunbueg epoy efuejeg 10]110]€0[215110[/L02[20] 0000°L0°00°0000LOL|LOfLY
Bunpag
0 0000000009 000°000°0009 ueunbBueg jepopy eluejag LO|€0|2|5|LO|LOZ|20] 0000°LO'COQOOOLOL|LOIL
ueunbueg
0 000°000°0009 00070000009 uep Bunpao [epo efue|ag €0|C|S|L0|LOZ|20| 0000'LO'OOOO0QLOL|LOfL
0 000'000°0009 00000070009 TVAOW YINV138 €|S|L0[LOZ|20| 0000°LOCO'Q000LOL|LO|L
0 0000000009 00070000009 (gSn) nieg yejoxas un ueunbuequiag LO| LO'Z| 20| 0000°LO'OO'0000QLOL|LO|L
000°EL8 9L 00€7959°201L°L91L ODE"EPB'5567991 leseq ye|oxyas uejyipipusd ueejojpbuag 00|10°2|20(0000°LO'00°0°00°0°LO'L|LO| L
000°€L89FL S08°6VE°001'90¢€ S08'9ES£52'90¢ NVIIQION3d NVV10139N3d WVEDO0ud 00({00°0|20(0000°L0'00°0°00°0°LO°L | LO| L
000°€L89PL 000°6.2°26¥'602°L |D00"991'SYE'60ZL oNvalg zgﬁpz_xm_”_wﬂx -_,”__‘MMMM 00|00°0|00(0000°LO'00°0°00°0°LOL|LO| b
VINV138 S(00|00°0({00|0000°L0°00°0°00°0°LOL | 00| 0
0 000°000°£99 000°000°€99 uejedepuag yejwunr
yesae(q ueefeyay i o )
0 000'000°€99 000°000°€99 ue|e)ewad Isnquiay l0|20|20|L|¥( 00| 00°0|00| 0000'LO'OOQOOOLOL|LOJL
0 000000°€99 000000°€99 eyes() esef 1snqli3ay 20(20|L|¥(00|000{00| 0000°LO'CO'CO0QLOL|LO[L
0 000000°€99 00000099 Yyesseq Isnqlisy ¢0|L{¥|00|000{00| 0000°LO'CO0000LOL|LO|L
0 000°000°€99 000°000°£99 (Qvd) HYY¥3va I1SY NVLYdVAaN3d L(¥|00(00°0|00|0000°L0°00°0°00°0°LO'L|LO|L
HY¥3Vd NV.LIVdYAN3d ¥(00{00°0(00|0000°L0'00°0°00°0°LO"L(LO|L
uebueianay | uesepluad | (Bueimyiag)/yequielsag | ueyeqniad yepnsas c“::.““““n_ uelesn Bujuayay spo)y
NVYA1QION3d SYNIQ L0'00'0000°L0°L - 1sesiuefio

NYAIAIANId ONVAIG NVHVYLNIYIWId NVSNYN Lo°L -

ueyejuLaWag uesnin

2202 NYHVYOONY NNHVL
NVVAVISINId NVQ ‘VINY138 ‘NVLVdYAN3d ¥3rd0
NVIDNIY 9NS ‘NIr40 NYIDNIY NIr90 ‘SINIF "HOdIWOTIN ‘NYLYIOIN NS ‘NVYLYION ‘WYHDO0Ud ‘ISYSINYONO 'HYHIva NVHYLNIMIWI NYSNEN LNYNNIN a9dV NYHVENYId NVYVEVINId

ONVHVYINIS VLON

Buesewas ejoxi|ep) UBINIRIDY

: |ebbuegj
10wop

|| vesdwien




/>
IAVHIYd xd‘m_azmv_y

ONVYVINIS VIONITYM \ﬂ\

000°000°SLL'S8

000°000°SL1°58

uelen|abuag urewyiauag yejwunyg

000°000°000°t

0007000000

1exerefsep
epeday Jinbiag
eueqg-ueweluld
uelaquad

20

90

00

000

00

0000°L0'00'0'00°0°20'S

20

000'000'000F

000000000

1eyesefsen
epeday yesaeq
uewefuld ueuaquiag

90

00

000

00

0000°LO000000%20S

20

000'000000%

000°000°000

yesseq uewefuld uelaquiag

¥0

00

000

00

0000°L0°00°0°00'0°20'S

20

000000SLL°L8

000°000°SLL'L8

awns eped
yeiaeq |epow
ueealuay

10

20

20

00

000

00

0000°LO'00°0°000720°S

[41]

000000'521L°L8

000°000°S.L'L8

(@wng)
yetaeqg AN eyesn
uepeg eped yeiaeq

|epoly ueenaduad

20

1]

00

000

00

0000'L0'00'0°00'0°20°S

20

000000°9LL°L8

000°000'S.L°L8

yesaeq |epojy ueelalusad

c0

00

000

00

0000°L0'00'0°00°0°20°S

20




